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DASAR HUKUM

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional 

Permenaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
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IMPLEMENTASI SKKNI DAN STANDAR PROFESI 
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Uraian Unit 
Kompetensi
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PEMANFAATAN SKKNI
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LEMBAGA DIKLAT PROFESI 
(LDP)

Dasar penyusunan program/ 
kurikulum, silabus dan materi 
diklat

Alat Kendali Mutu tenaga 
kerja dan bahan pembinaan 
bagi Lembaga Diklat Peofesi 
(LDP) maupun Lembaga 
Sertifikasi Profesi 

DUNIA USAHA/ 
INDUSTRI

Acuan menyusun kebutuhan 
tenaga kerja, uraian tugas 

pegawai/ karyawan, informasi 
rekrutmen, penilaian kerja 

karyawan, pembuatan uraian 
jabatan pekerjaan/keahlian dan 

sebagainya.

LEMBAGA SERTIFIKSI 
PROFESI

Acuan dalam pengembangan 
Skema Sertifikasi, merumuskan 
Materi Uji Kompetensi (MUK), 

dasar penerbitan sertifikat 
kompetensi

1

3

2
PEMERINTAH

4

PEMANFAATAN SKKNI



INSTANSI 
TEKNIS/

LEMBAGA 
TERKAIT





penyusunan RIP SKKNI ;

pembentukan Tim Perumus dan 

Tim Verifikasi SKKNI/KKNI; 

penilaian usulan penyusunan 

SKKNI;
pengembangan SKKNI dan KKNI;

penyelenggaraan Prakonvensi dan 

Konvensi Rancangan SKKNI dan 

KKNI; dan
pemantauan dan kaji ulang SKKNI

dan KKNI.





TUGAS/
FUNGSI

SEKRETARIAT
KOMITE

KOMITE SKKNI

KOMPETENSIKOMPETENSI

1. Metodologi perumusan standar
kompetensi.

1. Metodologi verifikasi standar
kompetensi





pengalaman yang relevan;
pengakuan atau rekomendasi;

atau

sertifikat kompetensi.

2. Substansi teknis sesuai dengan

bidang kerja yang relevan dengan
SKKNI yang akan disusun/verifikasi



TIM VERIFIKASITIM PERUMUS
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PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI

EKNIS

KAIT

atau pekerjaan yang

dalam meningkatkan

KUALIFIKASI

OKUPASI

KLASTER 

UNIT KOMP

SERTIFI
KASI

SURVEIL
ANS

BANG
KARIR

REKRUIT
MEN

PENGEMBANG
AN SDM

LISENSI LEMBAGA 

SERTIFIKASI

SERTIFIKASI

PENGEMBANGAN 

SKEMA SERTIFIKASI

AKREDITASI 

LEMBAGA DIKLAT

DIKLAT

PENGEMBANGAN 

PROGRAM DIKLAT

PEMBERLAKUAN
K/L T

K/L TER

MANDATORI/WAJIB

1.     Keamanan,

2.     Keselamatan,

3.     Kesehatan,

4       Lingkungan hidup 

dan/atau

5 Potensi 

perselisihan dalam perjanjian 

perdagangan dan jasa

Pada bidang profesi 

memiliki posisi strategis

daya saing nasional
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PRINSIP DASAR SISTEM SERTIFIKASI

 RELEVAN 
 VALID
 AKSEPTABEL
 FLEKSIBEL
 MAMPU 

TELUSUR

Skema
Sertifikasi

Asesor
Kompetensi

Materi Uji 
Kompetensi

Tempat Uji 
Kompetensi

Mengembangkan dan 
Memelihara Skema
Sertifikasi

• Bersertifikat Metodelogi
Asesmen

• Bersertifikat kompetensi
teknis

•Portofolio

•Pertanyaan Lisan/ Tulisan

•Wawancara

•Observasi

• Tempat Kerja
• Sewaktu
•Mandiri

LSP



KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

MENGEMBANGKAN 
KOMPETENSI

MEMASTIKAN 

DAN

MEMELIHARA 
KOMPETENSI

MEMASTIKAN 
KESESUAIAN 

UNTUK 
TUJUAN 

PENERAPAN 
WAJIB 

SERTIFIKASI 
KOMPETENSI 
KERJA

PENDIDIKAN  & 

PELATIHAN BERBASIS 

KOMPETENSI

REGISTRASI/ LISENSI 
PROFESI

LEMBAGA PENDIDIKAN & 
LEMBAGA PELATIHAN

LSP OTORITAS KOMPETEN

Sertifikasi Pendidikan & Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Registrasi/Lisensi Personil

SKKNI



SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN 

• Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja
• Peserta merupakan Tenaga Kesehatan

yang telah/masih bekerja sesuai bidang
kompetensinya

• Dilakukan melalui Asesmen Kompetensi
oleh asesor kompetensi

• Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

• Berdasarkan standar kompetensi
• Peserta merupakan Lulusan 

Pendidikan Tinggi Kesehatan
• Dilakukan melalui Uji Kompetensi
• Oleh pendidikan tinggi dan profesi 

nakes (Panitia Nasional)

SERTIFIKASI KOMPETENSI 
LULUSAN

SERTIFIKASI KOMPETENSI 
KERJA
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MANFAAT SERTIFIKASI KERJA



Tindak Lanjut dari Profesi dalam
memanfaatkan SKKNI dan Standar Profesi

Pendirian LSP Jenjang karir
PMIK

Kredensial
PMIK

Kurikulum
pengembangan

PMIK 

33



KESIMPULAN

Profesi PMIK sudah memiliki 
Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI)

01 SKKNI menjadi acuan dalam 
penyusunan program/ kurikulum, 
silabus dan materi diklat, serta 
acuan dalam pelaksanaan 
sertifikasi oleh LSP

02

Pusat Peningkatan Mutu SDM 
Kesehatan tahun ini akan
memfasilitasi penyusunan Standar
Kompetensi Kerja untuk SDMK, 
SKKNI selanjutnya akan
difasilitasi oleh Sekretariat KTKI

03 Melalui sertifikasi kompetensi
kerja dapat memastikan dan 
memelihara kompetensi seseorang
untuk mewujudkan SDM unggul
Indonesia Maju

04
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